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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Peranan Humas Kepolisian
Humas Kepolisian adalah bidang atau bagian di dalam institusi kepolisian yang bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi, hubungan, dan informasi antara kepolisian dengan masyarakat serta media massa. Tujuan utamanya adalah membangun citra positif, meningkatkan kepercayaan publik, serta menyampaikan informasi resmi dan edukatif mengenai kegiatan, kebijakan, dan program kepolisian kepada masyarakat secara efektif dan transparan. Humas Kepolisian juga berperan dalam menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, menangani aduan, serta mempromosikan kegiatan dan keberhasilan institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya.[footnoteRef:1] [1: Adilla F dkk, Efektivitas Humas Dalam Meningkatkan Citra Polres Pematangsiantar Melalui Media Online. Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 1, No. 4, (2023), hlm. 94.] 

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, komunikasi dan hubungan masyarakat belum menjadi bagian yang terpisah secara formal dalam tubuh kepolisian. Namun, seiring berkembangnya kebutuhan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi polisi kepada masyarakat serta membangun citra positif, mulai muncul kebutuhan akan bagian khusus yang menangani komunikasi dan hubungan masyarakat. Pada tahun 1960-an, bagian Humas mulai diorganisasi secara resmi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Awalnya, bagian ini dikenal sebagai "Bagian Hubungan Masyarakat" atau "Humas" yang bertugas menyampaikan informasi resmi dan memperbaiki citra kepolisian di mata masyarakat.[footnoteRef:2] [2: Fitri Sri Rahayu, dkk, Strategi Humas Mabes Polri: Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Media Massa, Jurnal Retorika, Vol. 1, No. 7, (2024), hlm. 120.] 

Seiring berjalannya waktu, fungsi Humas semakin diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 1990-an, Humas Polri semakin profesional dengan pengembangan struktur organisasi dan penambahan fungsi-fungsi komunikasi strategis. Pasca Reformasi 1998, Humas Polri mengalami reformasi untuk menjadi lembaga komunikasi yang lebih transparan, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman. Didirikan unit-unit khusus dalam Humas yang fokus pada media massa, hubungan masyarakat, dan edukasi publik.[footnoteRef:3] [3: Ibid. ] 

Saat ini, Humas Polri menjadi bagian integral dari Divisi Humas Polri yang bertugas mengelola komunikasi publik, media, hubungan masyarakat, serta membangun citra positif institusi kepolisian di Indonesia melalui berbagai program komunikasi strategis dan digital. Secara umum, sejarah terbentuknya Humas Polri berawal dari kebutuhan untuk memperbaiki citra dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, kemudian berkembang menjadi bagian yang profesional dan strategis dalam struktur organisasi Kepolisian RI. Saat ini, Humas Polri berperan penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian melalui kegiatan komunikasi dan hubungan masyarakat yang efektif.[footnoteRef:4] [4: Ibid. ] 

Humas Polri dalam pemberantasan narkotika sangat berperan penting karena Humas berperan dalam mendukung keberhasilan operasi dan upaya pemberantasan narkotika melalui komunikasi strategis dan hubungan masyarakat. Humas Polri bertugas menyampaikan informasi resmi terkait operasi pemberantasan narkotika kepada publik dan media massa. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan upaya yang dilakukan oleh Polri.
Melalui kegiatan publikasi dan edukasi, Humas membantu membangun citra positif Polri sebagai institusi yang tegas dan profesional dalam memberantas narkoba. Ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk bekerjasama dalam melaporkan dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Humas Polri mengadakan kampanye dan program edukasi tentang bahaya narkoba, pentingnya pencegahan, dan peran masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Edukasi ini bertujuan mengurangi permintaan dan peredaran narkoba di masyarakat.
Humas menjadi penghubung utama dalam menangani pemberitaan media dan isu-isu terkait narkoba agar informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Humas juga mendukung kolaborasi dengan instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam program pemberantasan narkoba, serta mempublikasikan keberhasilan operasi dan langkah-langkah preventif.
Secara umum, Humas Polri memainkan peran kunci dalam mendukung pemberantasan narkotika melalui komunikasi strategis, edukasi, dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, Humas membantu memperkuat upaya Polri dalam memberantas narkoba secara efektif dan berkesinambungan.
B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika
1. Perbuatan Menjual Narkotika
Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.[footnoteRef:5] [5: Lysa Angraini dan Yusiliati, Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruh Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, (2019), hlm. 22.] 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.[footnoteRef:6] [6: Ibid. ] 

Pembentukan Undang-undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:[footnoteRef:7] [7: Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Kencana, Jakarta, (2022), hlm. 131.] 

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: 
1. Golongan I, merupakan narkotika yang hanya ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, karena berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Untuk Golongan I dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ditambah jenisnya dari kelompok Psikotropika Golongan I dan Golongan II dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Contoh : heroin, kokain, ganja.
2. Golongan II, adalah narkotika yang berkhasiat untuk obat, namun merupakan pilihan terakhir serta dapat digunakan untuk pengembangan ilmu. Golongan II ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
3. Golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat untuk obat dan banyak dipergunakan untuk terapi dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan.[footnoteRef:8] [8: Ibid., hlm. 23.] 

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika menurut Sumarno Ma’sum, dikelompokkan menjadi 3, yaitu:[footnoteRef:9] [9: Sumarno Ma’sum, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantingan Obat, CV Mas Agung, Jakarta, (2022), hlm. 134.] 

1. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi.
2. Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama minim, informasi yang kurang tentang obat keras berikutnya penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas.
3. Faktor lingkungan, antara lain: kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggung jawab orang tua kurang, pengangguran, serta hukum yang lemah.
Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.[footnoteRef:10] [10: Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.] 

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-undang diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.[footnoteRef:11] [11: Ibid.] 

Dalam Undang-undang diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.[footnoteRef:12] [12: Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika] 

Bentuk tindak Pidana Narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai beriku:[footnoteRef:13] [13: Moh. Taufik Makarao, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, (2023), hlm. 21.] 

1. Penyalahgunaan melebihi dosis.
2. Pengedaran Narkotika.
3. Jual Beli Narkotika.
Berdasarkan perundang- undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Penambahan berat pidana dilakukan dengan mendasari jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Perdagangan gelap narkotika ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga berasal dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara. Perdagangan narkotika melalui darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan Negara Republik Indonesia. Ancaman bahaya penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika telah sangat berkembang pesat dan sangat merisaukan masyarakat internasional yang ada, karena penyalahgunaan narkotika tersebut banyak menimbulkan dampak negative yang bisa mengakibatkan kematian kepada manusia. Selain itu penyalahgunaan narkotika juga saat ini sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang ada oleh sebab itu masyarakat internasional yang ada sepakat bahwa perdagangan gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan yang harus mendapatkan perhatian yang serius dan perlu aturan hukum yang serius agar ada efek jera pada pelakunya.[footnoteRef:14] [14: Wanda Masfi Yolandi, Aspek Hukum Terhadap Transaksi Perdagangan Narkotika Di Daerah Perbatasan Antara Republik Indonesia-Malaysia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, (2019), hlm. 4.] 

Negara Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba Internasional, berbagai upaya telah dilakukan oleh para sindikat narkoba Internasional untuk memasukan barang dagangannya ke Negara Indonesia termasuk dengan cara diperdagangkan secara ilegal. Modus operasi perdagangan gelap narkotika ini dilakukan dengan berbagai cara dengan cara mengelabui para petugas penjaga keamanan agar narkoba yang dibawa atau dikirim sindikat Internasional lolos dari penyitaan.[footnoteRef:15] [15: Ibid., hlm. 5.] 

Adanya jual beli narkotika di zaman sekarang yang disebut modus oprandi yaitu sebuah jaringan dengan sistem komunikasi terputus. Hal ini menyebabkan antara penjual dan pembeli tidak saling kenal dan dengan produk narkotika, di mana antara pemilik dana dengan orang-orang yang terlibat dalam proses produksi (peracik bahan,penyedia bahan mentah, pengemas, dan kurir distributor barang) memiliki pola yang semakin sulit diantisipasi oleh petugas di lapangan. Berikut metode transaksi jual-beli narkotika yaitu:[footnoteRef:16] [16: Russel Butarbutar, Kompilasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat, Gramata Publishing, Bekasi, (2020), hlm.139.] 

1. Dengan metode penjualan face to face transaction
Antara penjual dan pihak pembeli melakukan transaksi dengan cara bertemu muka secara langsung. Pada umumnya metode ini dilakukan oleh pihak penjual yang benar-benar mengenal dan mempercayai calon pembeli atau dengan kata lain pembeli merupakan orang yang sudah sering membeli atau bertransaksi dengan penjual tersebut. Metode ini dapat dilakukan dirumah pembeli ataupun di tempat-tempat lain yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Dengan metode penjualan sistem transfer
Pembeli akan menghubungi operator, di mana sang operator adalah orang yang menjualkan narkotika dan psikotropika yang bukan miliknya kepada konsumen akhir. Setelah terjadinya pemesanan dari pembeli kepada operator, pembeli akan mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh operator. Selanjutnya operator akan menghubungi pemilik barang. Pemilik barang akan mengutus kurir untuk meletakkan barang di suatu tempat tertentu, kemudian kurir akan mengirimkan alamat barang yang dia letakkan kepada penjual. Penjual meneruskan pesan pada operator, operator menerusakn pesan kepada pembeli (konsumen akhir).
Dari metode ini ditemukan fakta-fakta lapangan sebagai berikut:[footnoteRef:17] [17: Ibid., hlm.140.] 

1. Terjadinya hubungan terputus antara pihak pembeli barang,operator penjual, penjual dan bahkan kurir peletak barang.
2. Jalur komunikasi yang dipakai dengan menggunakan handphone.
3. Operator penjual banyak yang beroperasi dari dalam penjara.
4. Penentuan siapa yang menjadi operator dan kurir peletak barang adalah skenario dari pemilik barang.
5. Rekening yang terdaftar pada bank-bank tertentu biasanya tidak menggunakan alamat pendaftaran yang sesuai.
6. Nomor handphone yang terdaftar biasanya tidak ter-registrasi sesuai dengan nama dan alamat orang yang memegang handphone tersebut.
7. Kendaraan yang digunakan dari para kurir biasanya selalu berganti-ganti.
8. Alamat jatuhnya barang (peletakannya barang transaksi) berubah-ubah.
2. Secara Bersama-Sama Tanpa Hak
Pengertian secara bersama-sama tanpa hak menjual narkotika merujuk pada tindakan melakukan penjualan narkotika secara kolektif atau bersama-sama oleh beberapa orang tanpa memiliki hak atau izin resmi untuk melakukan kegiatan tersebut. Dalam konteks hukum, ini biasanya mengacu pada kegiatan menjual narkotika secara ilegal yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama tanpa hak atau izin yang sah dari pihak berwenang, serta tanpa hak kepemilikan atau wewenang resmi untuk menjual narkotika tersebut. Perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana penyaluran narkotika yang dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku, karena melanggar undang-undang narkotika dan mengancam keselamatan masyarakat.[footnoteRef:18] [18: Joko Adi Wibowo, Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan Dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I, Jurnal Pagaruyung, Vol. 9, No. 1, (2025), hlm. 112. ] 

Indikator secara spesifik dari unsur secara bersama-sama tanpa hak menjual narkotika, antara lain:[footnoteRef:19] [19: Ibid. ] 

a. Dilakukan oleh lebih dari satu orang
Terdapat kolaborasi atau peran beberapa orang dalam kegiatan penjualan narkotika.
b. Tidak memiliki izin atau hak resmi
Tidak memiliki izin resmi atau hak yang sah dari otoritas berwenang untuk melakukan kegiatan penjualan narkotika.
c. Melakukan penjualan narkotika secara kolektif
Tindakan menjual narkotika dilakukan secara bersama-sama, bukan oleh satu orang saja.
d. Kegiatan dilakukan secara ilegal
Penjualan dilakukan tanpa izin, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
e. Tidak memiliki hak kepemilikan atau wewenang
Tidak memiliki hak kepemilikan sah atas narkotika yang dijual atau wewenang dari pihak berwenang untuk menjualnya.
f. Melanggar ketentuan undang-undang narkotika
Perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana yang diatur dan diancam sanksi berdasarkan undang-undang narkotika.
g. Berpotensi membahayakan masyarakat
Perbuatan ini berkontribusi pada peredaran narkotika yang merusak masyarakat dan ketertiban umum.
Urgensi unsur secara bersama-sama tanpa hak menjual narkotika sangat penting dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan peredaran narkotika karena beberapa alasan berikut:[footnoteRef:20] [20: Ibid., hlm. 119. ] 

a. Mengatasi Kejahatan Terorganisir
Menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang memperlihatkan adanya jaringan atau kelompok kriminal yang terorganisir, sehingga diperlukan penindakan yang lebih tegas dan strategis.
b. Memperkuat Pembuktian Hukum
Kehadiran unsur ini membantu aparat penegak hukum membuktikan bahwa perbuatan tersebut bukan hanya dilakukan oleh individu, tetapi merupakan tindakan bersama yang memperkuat unsur kesengajaan dan kolusi
c. Mencegah Pembiaran dan Kolusi
Menegaskan bahwa kegiatan ilegal ini dilakukan secara bersama-sama tanpa hak, sehingga menimbulkan keharusan hukum untuk menindak seluruh pelaku dan mencegah terjadinya kolusi yang memperbesar kerusakan masyarakat.
d. Mempercepat Penindakan dan Penangkapan
Dengan adanya unsur ini, aparat dapat menargetkan seluruh jaringan pelaku sekaligus, bukan hanya satu individu, sehingga lebih efektif dalam memberantas peredaran narkotika.
e. Melindungi Masyarakat dari Bahaya Narkotika
Menegaskan bahwa perbuatan dilakukan secara kolektif dan ilegal, yang berpotensi membahayakan masyarakat, sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk melindungi masyarakat.
f. Memberikan Efektivitas Hukum yang Lebih Baik
Unsur ini membantu memastikan bahwa hukum tidak hanya menjangkau individu pelaku, tetapi juga seluruh jaringan yang terlibat, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih adil dan efektif.
Secara keseluruhan, urgensi unsur ini adalah untuk memperkuat upaya penindakan terhadap jaringan narkotika yang besar dan terorganisir, serta memastikan keadilan dan perlindungan masyarakat dari ancaman narkotika.
C. Ruang Lingkup Pemberantasan Narkotika
Pemberantasan narkotika merupakan upaya yang sangat penting dan kompleks dalam rangka melindungi masyarakat, bangsa, dan negara dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta zat adiktif lainnya. Kegiatan ini melibatkan berbagai aspek dan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga sosial, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum.[footnoteRef:21] [21: Hariyanto B. P. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1, (2018), hlm. 206.] 

Secara umum, pemberantasan narkotika adalah seluruh rangkaian tindakan yang dilakukan secara terpadu untuk mencegah, memberantas, dan menekan peredaran serta penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba, menindak pelaku kejahatan terkait narkotika, serta memutus mata rantai produksi dan distribusinya secara ilegal.
Tujuan utama dari pemberantasan narkotika adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba yang dapat merusak kesehatan, moral, dan produktivitas. Menurunkan angka penyalahgunaan narkotika di masyarakat.  Menindak tegas pelaku kejahatan terkait narkotika, termasuk pengedar, produsen, dan pengguna. Memutus rantai peredaran narkotika yang ilegal dan mengendalikan pasokan narkoba. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan.[footnoteRef:22] [22: Krisnawati, Permasalahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia, Media Edukasi Creative, Surabaya. (2024), hlm. 27.] 

Pemberantasan narkotika tidak hanya terbatas pada penindakan hukum, tetapi juga meliputi beberapa aspek berikut:[footnoteRef:23] [23: Ibid. ] 

1. Penindakan Hukum
Kegiatan ini meliputi operasi penangkapan, penggeledahan, penyitaan narkotika, serta pengadilan dan hukuman bagi pelaku kejahatan narkotika sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penindakan ini bertujuan untuk menekan angka peredaran narkoba dan memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Pencegahan dan Edukasi
Langkah preventif dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, dan pendidikan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat sejak dini. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, serta mendorong masyarakat untuk menjauhi narkoba.
3. Rehabilitasi
Bagi pecandu narkoba, rehabilitasi medis dan psikologis menjadi bagian penting dalam proses pemberantasan. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan narkoba agar mereka bisa kembali ke kehidupan normal dan produktif.
4. Kerjasama Internasional dan Nasional
5. Karena narkotika merupakan kejahatan lintas negara, pemberantasan narkotika juga melibatkan kerjasama internasional melalui lembaga seperti INTERPOL, UNODC, dan lain-lain. Di tingkat nasional, kerjasama antar lembaga seperti POLRI, BNN, Bea Cukai, dan instansi terkait sangat penting.
Meskipun upaya pemberantasan dilakukan secara serius, masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain peredaran narkoba yang semakin canggih dan tersembunyi. Tingginya permintaan narkoba di masyarakat. Keterbatasan sumber daya dan teknologi dalam pengungkapan kasus. Kejahatan narkotika yang melibatkan jaringan internasional dan sindikat global. Masih adanya stigma sosial terhadap pecandu yang menghambat proses rehabilitasi.[footnoteRef:24] [24: Haris Sudirman Lubis, Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Batam. (2018), hlm. 16.] 

Pemberantasan narkotika adalah tugas bersama yang memerlukan peran aktif semua elemen masyarakat dan negara. Melalui pendekatan terpadu yang meliputi penegakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan kerjasama internasional, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika dapat ditekan, dan masyarakat terlindungi dari dampak buruk narkoba. Keberhasilan dalam pemberantasan narkotika akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat demi masa depan bangsa yang lebih baik.[footnoteRef:25] [25: Ibid. ] 
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